
S A L I N A N

BUPATI LAMONGAN 
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
NOMOR 01 TAHUN 2024 

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023j

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tetang Hubungan Keuangan
1 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 
Undarjg-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 T omor 47, 
Tambahan Lembaran Negarr Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomo' 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomcr 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengeloi,Aan 
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6883);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara RepubliK 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); dan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pe laksanaan 
Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 
Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1067);

19. Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
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Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 972);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan 
Tahun 2018 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2022 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamor.gan Nomor 8 Taiun 2023 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belar.ja Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 8);
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Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LAMONGAN 
c an

BUPATI LAMONGAN 

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 
dan Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan 
memuai::
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas;
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

| Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
a. Pendapatan Daerah Rp3.209.621.138.515,87

b. Belanja Daerah Rn3.161.814.099.392.23

Surplus Rp 47.807.039.123,64

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Rp 73.653.824.577,12

2. Pengeluaran Pembiayaan Rd 97.273.427.460,00

Pembiayaan Neto Rp (23.619.602.882,88)

I

I
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Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan Daerah sejumlah 

Rp(332.397.989.734,13) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Daerah

setelah Perubahan Rp3.542.019.128.250,00

2. Realisasi Rp3.209.621.138.515,87

Selisih Kurang Rp (332.397.989.734,13)

b. Selisih Anggaran dengan realisasi Belanja Daerah sejumlah 

Rp(334.843.737.153,77)dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Daerah

setelah Perubahan Rp3.496.657.836.546,00

2. Realisasi Rp3.161.814.099.392.23

Selisih Kurang Rp (334.843.737.153,77)

Pasal 3

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus sejumlah

Rp2.445.747.419,64 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus setelah perubahan Rp45.361.291.704,00

2. Realisasi Rp47.807.039.123,64

Selisih Lebih Rp 2.445.747.419,64

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

sejumlah Rpl50.516.281,12 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp73.503.308.296,00

2. Realisasi Rp73.653.824.577,12

Selisih Lebih Rp 150.516.281,12

e. Selisih Anggaran d mgan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

sejumlah Rp(21.591.172.540,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan

2. Realisasi

Selisih Kurang

Rpl 18.864.600.000,00 

Rp 97.273.427.460,00 

Rp(21.591.172.540,00)



f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah 

(Rp21.741.688.821,12) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp(45.361.291.704,00)

2. Realisasi Rn(23.619.602.882.88)
Selisih Lebih Rp(21.74l.688.821,12)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai 

dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 73.503.308.296,32
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp(73.502.909.577,12)

sebagai Penerimaan Pembia\ aan

Tahun Berjalan

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp 24.187.436.240,76
Anggaran

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp (398.719,20)
Tahun Sebelumnya

e. Lain-lain Rp 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 24.187.436.240,76

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 

Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 5.861.353.316.665,19

b. Jumlah Kewajiban Rp 257.752.185.962,51

c. Jumlah Ekuitas Rp 5.603.601.129.r702,68

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1 ayat (1) 

huruf d per 3 i Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan Rp 2.856.905.059.066,52

b. Jumlah Beban dan Transfer Rp(2.795.257.320.450,54)

c. Surplus dari Kegiatan Operasi Rp 61.647.738.615,98
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d. Jumlah Defisit Non Operasional Rp (29.914.528.765,80)

e. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Rp 31.733.209.850,18
f. Pos Luar Biasa Rp 0,00

g- Surplus-Laporan Operasional Rp 31.733.209.850,18

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 

e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 

2023 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2023 Rp 73.503.308.296,32

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp 384.404.942.485,14

c. Arus Kas dari Aktivitas 1 ivestasi

Rp(336.597.903.361,50)

d. Arus Kas Bersih dari AKtivitas Pendanaan Rp (97.122.512.460,00)

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp 81.458.4 35,80

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2023 Rp 24.269.293.395,76

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp 5.578.590.554.058,01

b. Surplus -  Laporan Operasional Rp 31.733.209.850,18

c. Rekening Koran Konsolidasi Kas Daerah Rp 

Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

d. Rekening Koran Konsolidasi Aset Rp

e. Dampak Kumulatif Perubahan Rp

Kebij akan / Kesalahan Mendasar

0,00

0,00

(6.722.634.205,51)

f. Ekuitas Akhir Rp5.603 601.129.702,68
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Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitakf atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 9

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;

Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang diklasifikasi menurut celompok 

dan jenis p endapatan, belanja, dan pembiayaan; 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan; sub kegiatan, 

kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, 

pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, 

kegiatan; dan sub kegiatan;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

Laporan operasional;

Laporan perubahan ekuitas;

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak 

tertagih;

Lampiran 1.4

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g- Lampiran VII

h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX
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j. Lampiran X : 

penyisihan

k. Lampiran XI :

l. Lampiran XII :

m. Lampiran XIII :

n. Lampiran XIV :

o. Lampiran XV :

p. Lampiran XVI :

q. Lampiran XVII :

r. Lampiran XVIII:

s. Lampiran XIX :

t. Lampiran XX :

Lampiran XX. 1 : 

Usaha

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 

dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah 

daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pengerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan 

sampai akhir tahun anggaran 2023 dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya;

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; 

Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan

Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Lampiran XX 2 : Ikhtisar laporan keuangan (lapran laba/rugi)

Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 1 1

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.
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Peraturan Daerah ini mu lai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamongan.

Pasal 12

Diundangkan di : Lamongan 
Pada tanggal : 16 Juli 2024

Ditetapkan di : Lamongan 
pada tanggal : 16Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ttd,

MOH. NALIKAN

BUPATI LAMONGAN 
ttd

YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 93-1/2024


